REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA PER SEKTOR
	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	A. SEKTOR TENAGA KELISTRIKAN
	

	Bidang Ketenaga Listrikan
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1.
	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  (IUPTL)
	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  (IUPTL)
	
	
	

	2.
	Izin Operasi
	Izin Operasi
	
	
	

	3.
	Penetapan Wilayah Usaha
	Penetapan Wilayah Usaha
	
	
	

	4.
	Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
	Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
	
	
	

	5.
	Izin Usaha Jasa 
	Izin Usaha Jasa
	
	
	

	6.
	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Kpentingan Telekomunikasi,Multimedia dan Informatika
	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Kpentingan Telekomunikasi,Multimedia dan Informatika
	
	
	

	7.
	Sertifikat Laik Operasi  (SLO)
	Sertifikat Laik Operasi  (SLO)
	
	
	

	8.
	Sertifikat Badab Usaha  (SBU)
	Sertifikat Badab Usaha  (SBU)
	
	
	

	9.
	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan  (SKTTK)
	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan  (SKTTK)
	
	
	





















	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	B. SEKTOR PERTANIAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1.
	a. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)
	Izin Usaha Perkebunan
	
	
	

	
	b. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)
	
	
	
	

	
	c. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industry pengolaan hasil perkebunan (IUP)
	
	
	
	

	
	d. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman
	
	
	
	

	2.
	a. Izin Usaha Obat Hewan  (sebagai Importir,eksportir dan produsen
	Izin Usaha Obat Hewan
	
	
	

	
	b. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik
	
	
	
	

	3.
	a. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
	Izin Usaha Tanaman Pangan
	
	
	

	
	b. Izin Usaha Penaganan Pasca Panen Tanaman Pangan
	
	
	
	

	
	c. Izin Usaha Keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pasca panen
	
	
	
	

	
	d. Izin Usaha Perbenihan Tanaman
	
	
	
	

	4.
	a. Izin Usaha Budidaya Holtikultura
	Izin Usaha Holtikultura
	
	
	

	
	b. Izin Usaha Perbenihan Holtikultura
	
	
	
	

	5. 
	Izin Usaha Peternakan
	Izin Usaha Peternakan
	
	
	

	6.
	a. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
	Pendaftaran Usaha Perkebunan
	
	
	

	
	b. Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
	c. 
	
	
	

	7.
	a. Pendaftaran usaha proses Produksi Tanaman pangan
	Pendaftaran usaha tanaman pangan
	
	
	

	
	b. Pendaftaran Usaha Penaganan Pasca Panen Tanaman Pangan
	d. 
	
	
	

	
	c. Pendaftaran usaha Keterpaduan antara Proses Produski
	e. 
	
	
	

	8.
	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
	
	
	

	9.
	Pendaftaran Usaha Peternakan
	Pendaftaran Usaha Peternakan
	
	
	

	10.
	a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan
	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman
	
	
	

	
	b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Hortikultura
	f. 
	
	
	

	
	c. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan
	g. 
	
	
	

	
	d. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
	h. 
	
	
	

	11.
	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
	
	
	

	12.
	a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Penelitian
	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik
	
	
	

	
	b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Ternak
	i. 
	
	
	

	13.
	Izin Pemasukan Agen Hayati
	Izin Pemasukan Agen Hayati
	
	
	

	14.
	a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan
	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan
	
	
	

	
	b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan
	j. 
	
	
	

	15.
	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
	
	
	

	16.
	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
	
	
	

	17.
	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
	
	
	

	18.
	a. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian
	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian
	
	
	

	
	b. Sertifikasi Alat Mesin Pertanian
	k. 
	
	
	

	19.
	Pendaftaran Pakan Ternak
	Pendaftaran Pakan Ternak
	
	
	

	20.
	Pendaftaran/ Registrasi Obat Hewan
	Pendaftaran/ Registrasi Obat Hewan
	
	
	

	21.
	a. Pendaftaran Varietas Hortikultura
	Pendaftaran/ Pelepasan Varietas Tanaman
	
	
	

	
	b. Pelepasan Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hijauan Pakan Ternak
	l. 
	
	
	

	22.
	a. Perlindungan Varietas Tanaman  (PVT)
	Perlindungan/ Pendaftaran Varietas Tanaman
	
	
	

	
	b. Pendaftaran Varietas Tanaman  (Lokal dan Hasil Pemuliaan)
	m. 
	
	
	

	23.
	a. Izin Percobaan
	Pendaftaran Pestisida
	
	
	

	
	b. Izin Tetap
	n. 
	
	
	

	24.
	a. Pendaftaran Pupuk An Organik
	Pendaftaran Pupuk
	
	
	

	
	b. Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
	o. 
	
	
	

	25.
	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan
	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan
	
	
	

	26.
	Rekomendasi Ekspor/ Impor Beras Tertentu
	Rekomendasi Ekspor/ Impor Beras Tertentu
	
	
	

	27.
	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
	
	
	

	28.
	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau
	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau
	
	
	

	29.
	a. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau olahannya
	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan
	
	
	

	
	b. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan
	p. 
	
	
	

	
	c. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan
	q. 
	
	
	

	
	d. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan  (Pet Food)
	r. 
	
	
	

	30.
	a. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar  (Termasuk untuk Pemasukan Sapi  Indukan dan Sapi Bakalan)
	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi
	
	
	

	
	b. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi
	s. 
	
	
	

	31.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
	
	
	

	32.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Moda Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Moda Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
	
	
	

	33.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman  Pangan dan Penanganan Pasca Panen
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman  Pangan dan Penanganan Pasca Panen
	
	
	

	34.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perbenihan Tanaman
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perbenihan Tanaman
	
	
	

	35.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Hortikultura
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Hortikultura
	
	
	

	36.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perbenihan Hortikultura
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perbenihan Hortikultura
	
	
	

	37.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan  (IUP-B)
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan  (IUP-B)
	
	
	

	38.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan  (IUP-P)
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan  (IUP-P)
	
	
	

	39.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan  (IUP)
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan  (IUP)
	
	
	

	40.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan
	
	
	

	41.
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Peternakan
	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Peternakan
	
	
	











	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	C. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	Bidang Pemanfaatan Hutan
	
	
	

	1.
	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura  Pada  Hutan Produksi dan Hutan Lindung  (IUPK Silvopastura)
	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura  Pada  Hutan Produksi dan Hutan Lindung  (IUPK Silvopastura)
	
	
	

	2.
	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo  Fishery  Pada  Hutan  Produksi dan Hutan Lindung  (IUPK Silvo Fishery)
	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo  Fishery  Pada  Hutan  Produksi dan Hutan Lindung  (IUPK Silvo Fishery)
	
	
	

	3.
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam  (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam  (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi
	
	
	

	4.
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  Hutan  Tanaman  Industri  Pada Hutan  Tanaman   (IUPHHK-HTI)  pada Hutan Produksi
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  Hutan  Tanaman  Industri  Pada Hutan  Tanaman   (IUPHHK-HTI)  pada Hutan Produksi
	
	
	

	5.
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam    (IUPHHK-RE)   pada   Hutan Produksi
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam    (IUPHHK-RE)   pada   Hutan Produksi
	
	
	

	6.
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan  Kayu   (IUPHHBK)  pada  Hutan Produksi
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan  Kayu   (IUPHHBK)  pada  Hutan Produksi
	
	
	

	7.
	Izin  Pemungutan  Hasil  Hutan  Kayu pada Hutan Produksi
	Izin  Pemungutan  Hasil  Hutan  Kayu pada Hutan Produksi
	
	
	

	8.
	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
	
	
	

	9.
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  pada  Hutan  Tanaman  Hasil Rehabilitasi  (IUPHHK   HTHR) pada Hutan Produksi
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  pada  Hutan  Tanaman  Hasil Rehabilitasi  (IUPHHK   HTHR) pada Hutan Produksi
	
	
	

	10.
	Izin  Usaha Pemanfaatan  Penyerapan dan/atau  Penyimpanan  Karbon  pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
	Izin  Usaha Pemanfaatan  Penyerapan dan/atau  Penyimpanan  Karbon  pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
	
	
	

	11.
	Izin UsahaPemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
	Izin UsahaPemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
	
	
	

	Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan

	12.
	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
	
	
	

	13.
	Pelepasan Kawasan Hutan
	Pelepasan Kawasan Hutan
	
	
	

	14.
	Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan
	Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan
	
	
	

	Bidang Industri Kehutanan
	
	
	
	

	15.
	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi sama dengan atau di atas 6.000 m3/tahun
	Izin  Usaha  Industri  Primer  Hasil
Hutan Kayu  (IUIPHHK)
	
	
	

	16.
	Izin   Usaha   Industri   Primer   Hasil Hutan  Kayu kapasitas  produksi  dibawah 6.000 m3/tahun
	
	
	
	

	17.
	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu  (IUIPHHBK)
	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu  (IUIPHHBK)
	
	
	

	Bidang Perbenihan
	
	
	
	

	18.
	Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera
	Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera
	
	
	

	19.
	Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
	Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
	
	
	

	20.
	Sertifikasi Sumber Benih
	Sertifikasi Sumber Benih
	
	
	

	21.
	Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih
	Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih
	
	
	

	22.
	Izin Pemasukan Benih dari Luar Negeri
	Izin Pemasukan Benih dari Luar Negeri
	
	
	

	23.
	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri
	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri
	
	
	

	Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/ Satwa Liar
	
	
	
	

	24.
	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam  (IUPSWA)
	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam  (IUPSWA)
	
	
	

	25.
	Izin Lembaga Konservasi
	Izin Lembaga Konservasi
	
	
	

	26.
	Izin UsahaPemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi  (IUPJLPB)
	Izin UsahaPemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi  (IUPJLPB)
	
	
	

	27.
	Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka  Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya
	Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka  Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya
	
	
	

	28.
	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya

	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya

	
	
	

	Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
	
	
	
	

	29.
	Izin Pengusahaan Taman Buru
	Izin Pengusahaan Taman Buru
	
	
	

	30.
	Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat
	Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat
	
	
	

	31.
	Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
	Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
	
	
	

	32.
	Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan  (Breeding Loan)
	Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan  (Breeding Loan)
	
	
	

	33.
	Izin Akses Sumber Daya Genetik  (SDG) dan/ atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk	kegiatan Komersial
	Izin Akses Sumber Daya Genetik  (SDG) dan/ atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk	kegiatan Komersial
	
	
	

	34.
	Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri
	Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri
	
	
	

	35.
	Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan SatwaLiar untuk Lembaga Konservasi
	Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan SatwaLiar untuk Lembaga Konservasi
	
	
	

	36.
	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri
	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri
	
	
	

	37.
	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri
	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri
	
	
	

	38.
	Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
	Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
	
	
	

	39
	Izin perolehan induk penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
	Izin perolehan induk penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
	
	
	

	Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
	
	
	
	

	40.
	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam  (IUPSWA)
	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam  (IUPSWA)
	
	
	

	41.
	Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam  (IUPJWA)
	Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam  (IUPJWA)
	
	
	

	42.
	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi  (IPJLPB) Tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan
	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi  (IPJLPB) Tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan
	
	
	

	43.
	Izin Usaha Pemanfaatan Air  (IUPA) Skala Menengah dan Besar
	Izin Usaha Pemanfaatan Air  (IUPA) Skala Menengah dan Besar
	
	
	

	44.
	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air  (IUPEA) skala menengah dan besar
	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air  (IUPEA) skala menengah dan besar
	
	
	

	45.
	Izin Usaha Pemanfaatan Air  (IUPA) Skala Mikro dan Kecil
	Izin Usaha Pemanfaatan Air  (IUPA) Skala Mikro dan Kecil
	
	
	

	46.
	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air  (IUPEA) skala mikro dan kecil
	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air  (IUPEA) skala mikro dan kecil
	
	
	

	47.
	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi  (IPJLPB) Tahap Eksplorasi
	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi  (IPJLPB) Tahap Eksplorasi
	
	
	

	Bidang Lingkungan Hidup
	
	
	
	

	46.
	Izin Lingkungan
	Izin Lingkungan
	
	
	

	47.
	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup  (SPPL)
	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup  (SPPL)
	
	
	

	50.
	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
	Izin Pengelolaan Limbah	Bahan Berbahaya dan Beracun  (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
	
	
	

	
	a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
	
	
	
	

	
	b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
	
	
	
	

	
	c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3
	
	
	
	

	
	d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3
	
	
	
	

	51.
	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  (Limbah B3) untuk Penghasil
	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  (Limbah	B3) untuk Penghasil
	
	
	

	
	a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
	
	
	
	

	
	b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
	
	
	
	

	
	c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3
	
	
	
	

	
	d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3
	
	
	
	

	
	e. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping Limbah B3
	
	
	
	

	52.
	Izin Pengelolaan Limbah	B3 untuk pengangkutan Limbah B3
	Izin Pengelolaan Limbah	B3 untuk pengangkutan Limbah B3
	
	
	

	53.
	Persetujuan  pelaksanaan  Uji  Coba Pemanfaatan Limbah B3
	Persetujuan  pelaksanaan  Uji  Coba Pemanfaatan Limbah B3
	
	
	

	54.
	Persetujuan  pelaksanaan  Uji  Coba Pengolahan Limbah B3
	Persetujuan  pelaksanaan  Uji  Coba Pengolahan Limbah B3
	
	
	

	55.
	Rekomendasi Impor Limbah Non B3
	Rekomendasi Impor Limbah Non B3
	
	
	

	57.
	Izin Pembuangan Air Limbah
	Izin Pembuangan Air Limbah
	
	
	

	
	a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
	
	
	
	

	
	b. Izin Pembuangan Air Limbah  ke Laut
	
	
	
	

	
	c. Izin Pembuangan Air Limbah secara Injeksi
	
	
	
	

	
	d. Izin Pembuangan Air secara Aplikasi Tanah
	
	
	
	

	58.
	Izin Emisi
	Izin Emisi
	
	
	





























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	D. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1.
	Izin Usaha Jasa Konstruksi
	Izin Usaha Jasa Konstruksi
	
	
	

	
	a. Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan
	
	
	
	

	
	b. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor :
	
	
	
	

	
	1) Tanda Daftar Usaha Perorangan
	
	
	
	

	
	2) Izin Usaha Jasa Konstruksi  (Nasional)
	
	
	
	

	
	3) Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing :	
	
	
	
	

	
	a) Kantor Perwakilan;
	
	
	
	

	
	b) PMA.
	
	
	
	

	2.
	Izin Mendirikan Bangunan
	Izin Mendirikan Bangunan
	
	
	

	3.
	Surat Izin Pengambilan Air Tanah
	Surat Izin Pengambilan Air Tanah
	
	
	

	4.
	Surat Izin Peil Banjir
	Surat Izin Peil Banjir
	
	
	

	5.
	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
	
	
	

	6.
	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
	
	
	

	7.
	Sertifikat Laik Fungsi/ Izin Layak Huni
	Sertifikat Laik Fungsi/ Izin Layak Huni
	
	
	

	8.
	Pengesahan Pertelaan
	Pengesahan Pertelaan
	
	
	

	9.
	Sertifikat HMRS a/n Developer
	Sertifikat HMRS a/n Developer
	
	
	

	10.
	Sertifikat  Hak  Milik  Satuan  Rumah Susun  (HMSRS) a/n pembeli
	Sertifikat  Hak  Milik  Satuan  Rumah Susun  (HMSRS) a/n pembeli
	
	
	



















	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	E. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1.
	Surat Izin Usaha Perikanan  (SIUP)
	Surat Izin Usaha Perikanan  (SIUP)
	
	
	

	
	a. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan
	
	
	
	

	
	b. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan
	
	
	
	

	
	c. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengangkutan
	
	
	
	

	
	d. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan
	
	
	
	

	
	e. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pemasaran
	
	
	
	

	Bidang Perikanan Tangkap
	
	
	

	2.
	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan
	Tanda Daftar   Kapal   Perikanan untuk nelayan kecil
	
	
	

	3.
	Surat Izin Penangkapan Ikan  (SIPI)
	Surat Izin Penangkapan Ikan  (SIPI)
	
	
	

	
	a. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkapan Ikan
	
	
	
	

	
	b. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Latih
	
	
	
	

	
	c. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan
	
	
	
	

	4.
	Surat  Izin  Kapal  Pengangkut  Ikan  (SIKPI)
	Surat  Izin  Kapal  Pengangkut  Ikan  (SIKPI)
	
	
	

	
	a. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Angkut Hasil Tangkapan Ikan
	
	
	
	

	
	b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya Ikan
	
	
	
	

	5
	Persetujuan Pengadaan Kapal
	Persetujuan Pengadaan Kapal
	
	
	

	Bidang Perikanan Budidaya
	
	
	

	6.
	Surat Izin Pemuliaan
	Surat Izin Pemuliaan
	
	
	

	7.
	Surat Izin Pelepasan
	Surat Izin Pelepasan
	
	
	

	8.
	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan  (TPUPI)
	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
	
	
	

	Bidang Perikanan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	
	
	

	9.
	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan
	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan
	
	
	

	10.
	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil
	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil
	
	
	

	Bidang Pengelolaan Ruang Laut
	
	
	

	11.
	Izin Pengelolaan Perairan di WP-3-K
	Izin Pengelolaan Perairan di WP-3-K
	
	
	

	
	a. Izin Pengelolaan WP-3-K
	
	
	
	

	
	b. Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional  (SIPPAP)
	
	
	
	

	
	c. Izin pengangkatan BMKT
	
	
	
	

	
	d. Izin wisata bahari
	
	
	
	

	
	e. Izin produksi garam
	
	
	
	

	
	f. Izin biofarmakologi
	
	
	
	

	
	g. Izin bioteknologi
	
	
	
	

	
	h. Izin pemanfaatan air laut selain energi
	
	
	
	

	12.
	Izin Pelaksanaan Reklamasi
	Izin Pelaksanaan Reklamasi
	
	
	

	13.
	Izin  Pemanfaatan  Pulau-Pulau  Kecil dan  Perairan  di  Sekitarnya  Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
	Izin  Pemanfaatan  Pulau-Pulau  Kecil dan  Perairan  di  Sekitarnya  Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
	
	
	

	14.
	Izin  Pengambilan  Jenis  Ikan  yang dilindungi
	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan  (SIPJI) yang dilindungi
	
	
	

	
	Izin Pemanfaatan Jenis Ikan
	
	
	
	

	
	a. Izin pemanfaatan jenis ikan untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
	
	
	
	

	
	b. Izin Pemanfaatan jenis ikan untuk  (SIPJI) kegiatan Pengembangbiakan
	
	
	
	

	
	c. Izin Pemanfaatan jenis ikan  (SIPJI) untuk kegiatan Perdagangan
	
	
	
	

	
	d. Izin Pemanfaatan jenis ikan  (SIPJI) untuk kegiatan Aquaria
	
	
	
	

	
	e. Izin Pemanfaatan jenis ikan  (SIPJI) untuk kegiatan Pertukaran
	
	
	
	

	
	f. Izin Pemanfaatan jenis ikan  (SIPJI) Untuk kegiatan Pemeliharaan untuk Kesenangan
	
	
	
	

	Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan
	
	
	
	

	Bidang Perikanan Tangkap
	
	
	
	

	15.
	Sertifikat Hasil Perikanan Tangkap
	
	
	
	

	16.
	Rekomendasi Cek Fisik Kapal
	Cek Fisik Kapal
	
	
	

	17
	Buku Kapal Perikanan
	Buku Kapal Perikanan
	
	
	

	18.
	Sertifikat Cara  Penanganan  Ikan yang Baik
	Sertifikat Cara  Penanganan  Ikan yang Baik
	
	
	

	
	a. Sertifikat Cara  Penanganan  Ikan yang Baik
	
	
	
	

	
	b. Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan  Ikan  di  Kapal Penangkap  Ikan  dan/atau  Kapal Pengangkut Ikan
	
	
	
	

	
	c.  Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan
	
	
	
	

	
	d.  Sertifikat  Ahli  Alat  Penangkapan Ikan
	
	
	
	

	Bidang Perikanan Budidaya
	
	
	
	

	19.
	Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup
	Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup
	
	
	

	20.
	Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik
	Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik
	
	
	

	21
	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik
	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik
	
	
	

	22.
	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik
	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik
	
	
	

	23.
	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik
	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik
	
	
	

	24.
	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan
	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan
	
	
	

	25.
	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan
	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan
	
	
	

	26.
	Surat Keterangan Pemasukan/ Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan, Obat  Ikan,  dan/atau  Sampel  Obat Ikan
	Surat Keterangan Pemasukan/ Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan, Obat  Ikan,  dan/atau  Sampel  Obat Ikan
	
	
	

	27.
	Surat Keterangan Teknis Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan
	Surat Keterangan Teknis Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan
	
	
	

	28.
	Sertifikat  Cara  Distribusi  Obat  Ikan Yang Baik
	Sertifikat  Cara  Distribusi  Obat  Ikan Yang Baik
	
	
	

	29.
	Rekomendasi Pemasukan Calon Induk,  Induk,  Benih  Ikan,  dan/atau ikan untuk kepentingan pameran, eksebisi atau kegiatan sejenis
	Rekomendasi Pemasukan Calon Induk,  Induk,  Benih  Ikan,  dan/atau ikan untuk kepentingan pameran, eksebisi atau kegiatan sejenis
	
	
	

	Bidang Perikanan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
	
	
	
	

	30.
	Sertifikat Kelayakan Pengolahan  (SKP)
	Sertifikat Kelayakan Pengolahan  (SKP)
	
	
	

	31.
	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/HACCP
	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/HACCP
	
	
	

	32.
	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional   Indonesia Hasil Perikanan  (SPPT-SNI)
	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional   Indonesia Hasil Perikanan  (SPPT-SNI)
	
	
	

	33.
	Sertifikat Kesesuaian
	Sertifikat Kesesuaian Kesesuaian SPPT SNI untuk SNI Sukarela
	
	
	

	34.
	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
	
	
	

	35.
	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier
	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier
	
	
	

	36.
	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan
	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan
	
	
	

	37.
	Sertifikat Kesehatan  (Health Certificate for Fish and Fish Products)
	Sertifikat Kesehatan  (Health Certificate for Fish and Fish Products)
	
	
	

	38.
	Sertifikat Pelepasan
	Sertifikat Pelepasan
	
	
	

	39.
	Surat Persetujuan Pengeluaran Media dari Tempat Pemasukan
	Surat Persetujuan Pengeluaran Media dari Tempat Pemasukan
	
	
	

	40.
	Rekomendasi Impor komoditas pergaraman untuk konsumsi
	Rekomendasi Impor komoditas pergaraman untuk konsumsi
	
	
	

	Bidang Pengelolaan Ruang Laut
	
	
	
	

	41.
	Surat  Angkut  Jenis Ikan Yang Dilindungi/ Appendiks CITES
	Surat  Angkut  Jenis Ikan Yang Dilindungi/ Appendiks CITES
	
	
	

	
	a. Surat  Angkut  Jenis Ikan  Dalam Negeri 
(SAJI- DN)
	
	
	
	

	
	b. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri  (SAJI-LN) Ekspor
	
	
	
	

	
	c. Surat Angkut	 Jenis Ikan Luar Negeri  (SAJI-LN) Impor
	
	
	
	

	
	d. Surat Angkut Jenis Ikan	Luar Negeri  (SAJI-LN) Re-Ekspor
	
	
	
	

	
	e. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri  (SAJI-LN) Ekspor Jenis Ikan Dilindungi  (Non-Appendiks CITES)
	
	
	
	

	42.
	Rekomendasi  Pemanfaatan  Ikan Hiu dan Pari yang tidak dilindungi, tidak dilarang  keluar  wilayah  NKRI,  dan tidak  masuk  dalam  daftar  Apendiks CITES
	
	
	
	

	43.
	Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil
	Rekomendasi Izin Lokasi Pulau - Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2
	
	
	

	44.
	Sertifikat Pra Konvensi  (CITES Certificate of Pre Convention)
	Sertifikat Pra Konvensi  (CITES Certificate of Pre Convention)
	
	
	

	45.
	Sertifikat Introduksi dari Laut Certificate  of  Introduction  From  The Sea)
	Sertifikat Introduksi dari Laut (Certificate  of  Introduction  From  The Sea)
	
	
	

	46.
	Izin Lokasi di WP-3-K
	-
	
	
	

	47.
	Izin Lokasi di Laut
	-
	
	
	

	48.
	Surat Izin Pemasangan Rumpon
	-
	
	
	

	49.
	Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup
	-
	
	
	

	50.
	Izin Penyediaan Obat Ikan
	-
	
	
	

	51.
	Izin Peredaran Obat Ikan
	-
	
	
	

	52.
	Izin Pemasukan Hasil Perikanan
	-
	
	
	

	53.
	Izin Lokasi Reklamasi
	-
	
	
	

	54.
	Rekomendasi Pembudidayaan   Ikan Penanaman Modal
	-
	
	
	

	55.
	Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik
	-
	
	
	

	56.
	Pertimbangan Teknis Pemanfaatan KKPN untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan
	-
	
	
	

	57.
	Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi
	-
	
	
	

	58.
	Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi
	-
	
	
	
























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	F. SEKTOR KESEHATAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	Bidang Farmasi
	
	
	

	1.
	Izin Usaha Industri Farmasi
	Izin Usaha Industri Farmasi
	
	
	

	2.
	Izin  Usaha  Industri  Farmasi  Bahan Obat
	Izin  Usaha  Industri  Farmasi  Bahan Obat
	
	
	

	3.
	Izin Pedagang Besar Farmasi
	Izin Pedagang Besar Farmasi
	
	
	

	4.
	Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang
	Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang
	
	
	

	Bidang Obat Tradisional
	
	
	

	5.
	Izin Usaha Industri  Obat Tradisional (IOT)  / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)
	Izin Usaha Industri  Obat Tradisional (IOT)  / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)
	
	
	

	
	a. Izin Industri Obat Tradisional  (IOT)  
	
	
	
	

	
	b. Izin Industri Ekstrak Bahan Alam
	
	
	
	

	6.
	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
	
	
	

	
	a. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
	
	
	
	

	
	b. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
	
	
	
	

	Bidang Pangan Industri Rumah Tangga dan Pangan Siap Saji
	
	
	

	7.
	Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri Rumah Tangga
	Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri Rumah Tangga
	
	
	

	8.
	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan
	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan
	
	
	

	Bidang Produksi Kosmetika
	
	
	

	9.
	Sertifikat Produksi Kosmetik
	Sertifikat Produksi Kosmetik
	
	
	

	
	a. Produksi Kosmetika Golongan A
	
	
	
	

	
	b. Izin Produksi Kosmetika Golongan B
	
	
	
	

	Bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
	
	
	

	10.
	Importir Terdaftar Psikotropika  dan Prekursor Farmasi
	Importir Terdaftar Psikotropika  dan Prekursor Farmasi
	
	
	

	11.
	Importir Produsen Narkotika Psikotropika dan Prekursor Farmasi
	Importir Produsen Narkotika Psikotropika dan Prekursor Farmasi
	
	
	

	12.
	Surat  Persetujuan Impor Narkotika Psikotropika dan Prekursor Farmasi
	Surat  Persetujuan Impor Narkotika Psikotropika dan Prekursor Farmasi
	
	
	

	13.
	Persetujuan Ekspor Narkotika Psikotropika dan Prekursor Farmasi
	Persetujuan Ekspor Narkotika Psikotropika dan Prekursor Farmasi
	
	
	

	Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
	
	
	

	14.
	Izin Perusahaan Rumah Tangga  (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
	Izin Perusahaan Rumah Tangga  (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
	
	
	

	15.
	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
	
	
	

	16.
	Izin Toko Alat Kesehatan
	Izin Toko Alat Kesehatan
	
	
	

	17.
	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnosic In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnosic In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
	
	
	

	
	a. Izin Edar Alat Kesehatan Diagnosic In Vitro Dalam Negeri
	
	
	
	

	
	b. Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dalam Negeri
	
	
	
	

	
	c. Izin Edar Alat Kesehatan Diagnosic In Vitro  Impor
	
	
	
	

	
	d. Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor
	
	
	
	

	18.
	 Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT
	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT
	
	
	

	19.
	Izin Penyalur Alat Kesehatan
	Izin Penyalur Alat Kesehatan
	
	
	

	20.
	Sertifikasi Cara Pembuatan   Alat Kesehatan yang Baik  (CPAKB)
	Sertifikasi Cara Pembuatan   Alat Kesehatan yang Baik  (CPAKB)
	
	
	

	21.
	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT yang Baik  (CPPKRTB)
	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT yang Baik  (CPPKRTB)
	
	
	

	22.
	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik  (CDAKB)
	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik  (CDAKB)
	
	
	

	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
	
	
	

	23.
	Pendaftaran   Penyelenggara   Sistem Elektronik Farmasi
	Pendaftaran   Penyelenggara   Sistem Elektronik Farmasi
	
	
	

	Bidang Rumah Sakit
	
	
	

	24.
	Izin   Mendirikan   Rumah   Sakit
	Izin   Mendirikan   Rumah   Sakit
	
	
	

	
	a. Izin   Mendirikan   Rumah   Sakit Kelas  A,  Kelas  B,  Kelas  C,  dan Kelas D
	
	
	
	

	
	b. Izin   Mendirikan   Rumah   Sakit Penanaman Modal Asing  (PMA)
	
	
	
	

	25.
	Izin Operasionalisasi Rumah Sakit
	Izin Operasionalisasi Rumah Sakit
	
	
	

	
	a. Izin Operasionalisasi Rumah Sakit Kelas  A,  Kelas  B,  Kelas  C  dan Kelas D
	
	
	
	

	
	b. Izin Operasionalisasi Rumah Sakit PMA
	
	
	
	

	Bidang Klinik
	
	
	

	26.
	Izin Operasional Klinik
	Izin Operasional Klinik
	
	
	

	
	a. Izin Mendirikan Klinik
	
	
	
	

	
	b. Izin Operasionalisasi Klinik
	
	
	
	

	Bidang Pengujian Fasilitas Kesehatan
	
	
	

	27.
	Izin Institusi   Pengujian   Fasilitas Kesehatan
	Izin Institusi   Pengujian   Fasilitas Kesehatan
	
	
	

	Bidang Laboratorium
	
	
	

	28.
	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
	
	
	

	
	a. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama
	
	
	
	

	
	b. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Khusus
	
	
	
	

	
	c. Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama
	
	
	
	

	
	d. Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Khusus
	
	
	
	

	29.
	Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca
	Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca
	
	
	

	
	a. Izin Mendirikan Laboratorium Pengolahan Sel Punca
	
	
	
	

	
	b. Izin Operasionalisasi Laboratorium Pengolahan Sel Punca
	
	
	
	

	Bidang Bank Jaringan dan/atau Sel Punca
	
	
	

	30.
	Izin Operasionalisasi Bank Jaringan dan/ atau Sel Punca
	Izin Operasionalisasi Bank Jaringan dan/ atau Sel Punca
	
	
	

	
	a. Izin Mendirikan Bank Jaringan dan/atau Sel Punca
	
	
	
	

	
	b. Izin Operasionalisasi Jaringan dan/atau Sel Punca
	
	
	
	

	Bidang Apotek
	
	
	

	31.
	Izin Apotek
	Izin Apotek
	
	
	

	Bidang Toko Obat
	
	
	

	32.
	Izin Pedagang Obat Eceran
	Izin Pedagang Obat Eceran
	
	
	

	Bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
	
	
	

	33.
	Izin   Penyelenggaraan Pengendalian Vektor    dan    Binatang Pembawa Penyakit
	Izin   Penyelenggaraan Pengendalian Vektor    dan    Binatang Pembawa Penyakit
	
	
	





























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	G. SEKTOR OBAT DAN MAKANAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
	
	
	

	1.
	Sertifikasi  Cara  Pembuatan  Obat yang Baik  (CPOB)
	Sertifikasi  Cara  Pembuatan  Obat yang Baik  (CPOB)
	
	
	

	
	a. Sertifikasi  Cara  Pembuatan  Obat yang Baik  (CPOB)
	
	
	
	

	
	b. Sertifikasi Cara Pembuatan Bahan Baku   Aktif   Obat   yang   Baik  (CPBBAOB)
	
	
	
	

	2.
	Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik  (CDOB)
	Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik  (CDOB)
	
	
	

	3.
	Izin Edar Obat
	Izin Edar Obat
	
	
	

	
	a. Registrasi pertama obat baru oleh industri  farmasi yang  melakukan investasi di Indonesia.
	
	
	
	

	
	b. Registrasi Obat Pengembangan Baru
	
	
	
	

	
	c. Registrasi  pertama  obat  generic pertama yang investasi di Indonesia
	
	
	
	

	
	d. Registrasi  pertama  obat  generic yang investasi di Indonesia
	
	
	
	

	4.
	Surat Keterangan Impor Obat  (SKI)
	Surat Keterangan Impor Obat  (SKI)
	
	
	

	5.
	Surat Keterangan Ekspor/Certificate of Pharmaceutical Product  (CPP)
	Surat Keterangan Ekspor/Certificate of Pharmaceutical Product  (CPP)
	
	
	

	6.
	Analisa  Hasil Pengawasan  (AHP) Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika
	Analisa  Hasil Pengawasan  (AHP) Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika
	
	
	

	Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	
	
	

	7.
	Sertifikasi  Cara  Pembuatan Obat Tradisional yang Baik  (CPOTB)
	Sertifikasi  Cara  Pembuatan Obat Tradisional yang Baik  (CPOTB)
	
	
	

	8.
	Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik  (CPKB)
	Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik  (CPKB)
	
	
	

	9.
	Izin Edar Obat Tradisional
	Izin Edar Obat Tradisional
	
	
	

	10.
	Izin Edar Suplemen Kesehatan
	Izin Edar Suplemen Kesehatan
	
	
	

	11.
	Izin Edar Kosmetik
	Izin Edar Kosmetik
	
	
	

	12.
	Surat  Keterangan  Impor   (SKI)  Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
	Surat  Keterangan  Impor   (SKI)  Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	
	
	

	
	
	Surat  Keterangan  Impor SKI Kosmetik
	
	
	

	13.
	Surat Keterangan Ekspor  (SKE) Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
	Surat Keterangan Ekspor  (SKE) Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	
	
	

	
	
	Surat Keterangan Ekspor  (SKE) Kosmetik
	
	
	

	Bidang Pangan Olahan
	
	
	

	14.
	Sertifikasi  Cara  Produksi  Pangan Olahan yang Baik  (CPPOB)
	Sertifikasi  Cara  Produksi  Pangan Olahan yang Baik  (CPPOB)
	
	
	

	
	a. Sertifikasi  Cara  Produksi  Pangan Olahan yang Baik  (CPPOB)
	
	
	
	

	
	b. Sertifikasi Higiene dan Sanitasi
	
	
	
	

	15.
	Surat Keterangan Impor  (SKI) Obat dan Makanan
	Surat Keterangan Impor  (SKI) Obat dan Makanan
	
	
	

	
	a. Surat Keterangan Impor  (SKI) Obat
	
	
	
	

	
	b. Surat Keterangan Impor  (SKI) Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
	
	
	
	

	
	c. Surat Keterangan Impor  (SKI) Pangan
	
	
	
	

	16.
	Surat Keterangan Impor  (SKI) Pangan
	Surat Keterangan Impor  (SKI) Pangan
	
	
	

	17.
	Surat   Keterangan   Ekspor  (SKE) Pangan 
	Surat   Keterangan   Ekspor  (SKE) Pangan
	
	
	

	18.
	Persetujuan Rencana Induk Pembangunan  (RIP)
	-
	
	
	

	19
	Rekomendasi Izin Industri Farmasi
	-
	
	
	

	20.
	Sertifikasi   Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik  (CPPOB)
	-
	
	
	



























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	H. SEKTOR PERINDUSTRIAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1
	Izin Usaha Industri
	Izin Usaha Industri
	
	
	

	2
	Izin Perluasan Usaha Industri
	Izin Perluasan Usaha Industri
	
	
	

	3
	Izin Usaha Kawasan Industri
	Izin Usaha Kawasan Industri
	
	
	

	4
	Izin Perluasan Kawasan Industri
	Izin Perluasan Kawasan Industri
	
	
	

	5
	Rekomendasi Izin Usaha Industri
	Rekomendasi Izin Usaha Industri
	
	
	

	
	a. Rekomendasi Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol
	
	
	
	

	
	b. Rekomendasi Izin Usaha Industri Rokok
	
	
	
	

	Pertimbangan Teknis
	
	
	

	Industri Logam
	
	
	

	6
	Pertimbangan Teknis Logam
	Pertimbangan Teknis Logam
	
	
	

	
	a. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Produk Besi/Baja
	
	
	
	

	
	b. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Tabung Baja LPG
	
	
	
	

	
	c. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Kabel Listrik
	
	
	
	

	
	d. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Kompor Gas LPG
	
	
	
	

	Industri Elektronika
	
	
	

	7.
	Pertimbangan Teknis Elektronika
	Pertimbangan Teknis Elektronika
	
	
	

	
	a. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Mesin Pendingin Ruangan
	
	
	
	

	
	b. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Lemari Pendingin
	
	
	
	

	
	c. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Mesin Cuci
	
	
	
	

	Industri Alat Transportasi
	
	
	

	8.
	Pertimbangan Teknis Impor Pelek tanpa SNI
	Pertimbangan Teknis alat Transportasi
	
	
	

	Rekomendasi Impor
	
	
	

	Seluruh Industri
	
	
	

	9
	Rekomendasi Impor Industri
	Rekomendasi Impor Industri
	
	
	

	
	a. Rekomendasi Impor Barang Komplementer
	
	
	
	

	
	b. Rekomendasi Impor Barang untuk Keperluan 
	
	
	
	

	
	c. Pelayanan Purna Jual
	
	
	
	

	10
	Rekomendasi Impor Limbah Non B3
	Rekomendasi Impor Limbah Non B3
	
	
	

	Industri Kimia
	
	
	

	11
	Rekomendasi Import Industri
	Rekomendasi Import Industri
	
	
	

	
	a. Rekomendasi IP/IT Bahan Berbahaya  (B2)
	
	
	
	

	
	b. Rekomendasi Importir Garam
	
	
	
	

	
	c. Rekomendasi Importir Produsen Prekursor Non-Farmasi
	
	
	
	

	
	d. Rekomendasi Importir Produsen Nitrocellulose  (IP-NC)
	
	
	
	

	Industri Makanan
	
	
	

	12.
	Rekomendasi Impor Industri Makanan
	Rekomendasi Impor Industri Makanan
	
	
	

	
	a. Rekomendasi Persetujuan Impor Gula Kristal Rafinasi
	
	
	
	

	
	b. Rekomendasi IP Raw Sugar
	
	
	
	

	
	c. Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu Non Makanan
	
	
	
	

	
	d. Rekomendasi Impor Produk Perikanan
	
	
	
	

	Rekomendasi Ekspor
	
	
	

	13
	Rekomendasi Ekspor
	Rekomendasi Ekspor
	
	
	

	
	a. Rekomendasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat
	
	
	
	

	
	b. Rekomendasi Ekspor Skrap Logam
	
	
	
	

	
	c. Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas
	
	
	
	

	
	d. Rekomendasi Ekspor Produk Telepon Seluler/Komputer Genggam  (Handheld)/Komputer Tablet Yang Akan Diimpor Kembali
	
	
	
	

	Tanda Pendaftaran
	
	
	

	14
	Tanda Pendaftaran
	Tanda Pendaftaran
	
	
	

	
	a. Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor
	
	
	
	

	
	b. Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam  (Handheld), dan Komputer Tablet
	
	
	
	

	Surat Persetujuan
	
	
	

	15
	Surat Persetujuan
	Surat Persetujuan
	
	
	

	
	a. Surat Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor
	
	
	
	

	
	b. Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD
	
	
	
	

	Surat Legalisasi
	
	
	

	16
	Surat Legalisasi Pendaftaran/ Registrasi Mesin dan Peralatan Industri Cakram Optik
	Surat Legalisasi Pendaftaran
	
	
	

	SPPT SNI
	
	
	

	17
	Pemenuhan SNI Wajib
	SPPT SNI
	
	
	

	18
	Rekomendasi Izin Usaha Industri Cakram Optik
	-
	
	
	

	19
	Rekomendasi dalam rangka Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri
	-
	
	
	

	20
	Pertimbangan Teknis Impor Pengecualian SNI Pompa Air
	-
	
	
	

	21
	Pertimbangan Teknis Setrika
	-
	
	
	

	22
	Pertimbangan Teknis Pupuk Non SNI Wajib
	-
	
	
	

	23
	Pertimbangan Teknis Impor Air Minum Non AMDK
	-
	
	
	

	24
	Surat Pencatatan Pendaftaran SPPT SNI Pakaian Bayi
	-
	
	
	

	25
	Surat Pencatatan Pendaftaran SPPT SNI Mainan Anak
	-
	
	
	

	26
	Surat Keterangan Konsultasi SPPT SNI Produk Logam
	-
	
	
	

	27
	Rekomendasi Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya
	-
	
	
	

	28
	Tanda Pendaftaran Kategori Pelek
	-
	
	
	

	29
	Tanda Pendaftaran Tipe Sepeda
	-
	
	
	

	30
	Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor
	-
	
	
	















	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	I. SEKTOR PERDAGANGAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	
	
	

	1
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	
	
	

	
	a. Surat Izin Usaha Perdagangan  (SIUP)
	
	
	
	

	
	b. Surat Izin Usaha  Penjualan Langsung  (SIUPL)
	
	
	
	

	
	c. Surat Izin Usaha Perdagangan  Minuman Beralkohol  (SIUP-MB)
	
	
	
	

	
	d. Surat Izin Usaha Jasa Survei  (SIUJS)
	
	
	
	

	
	e. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti  (SIU-P4)
	
	
	
	

	
	f. Izin Usaha Toko Swalayan  (IUTS)
	
	
	
	

	
	g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan  (IUPP)
	
	
	
	

	
	h. SIUP Bahan Berbahaya  (B2)
	
	
	
	

	
	i. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
	
	
	
	

	
	j. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Konsultan Manajemen Bisnis
	
	
	
	

	
	k. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Penyewaan Mesin
	
	
	
	

	
	l. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Perdagangan termasuk cold storage
	
	
	
	

	2
	Tanda Daftar Perusahaan
	Tanda Daftar Perusahaan
	
	
	

	3
	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau Jasa
	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau Jasa
	
	
	

	4
	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba  (STPW)
	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba  (STPW)
	
	
	

	5
	Tanda Daftar Gudang
	Tanda Daftar Gudang
	
	
	

	6
	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A  (SKP-A)
	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A  (SKP-A)
	
	
	

	7
	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A  (SKPL-A)
	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A  (SKPL-A)
	
	
	

	8
	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang  Kebutuhan  Pokok   (TDPUD- Bapok)
	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang  Kebutuhan  Pokok   (TDPUD- Bapok)
	
	
	

	9
	Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula KristalRafinasi  (SPPAGKR)
	Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula KristalRafinasi  (SPPAGKR)
	
	
	

	Bidang Pengembangan Ekspor Nasional
	
	
	

	10
	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang,  Konvensi  dan  atau  Seminar Dagang
	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang,  Konvensi  dan  atau  Seminar Dagang
	
	
	

	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
	
	
	

	11
	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian  (LPK)
	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian  (LPK)
	
	
	

	12
	Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
	Izin Tipe UTTP :
a. UTTP Asal Impor
b. UTTP Produksi Dalam Negeri
	
	
	

	
	Izin Tanda Pabrik UTTP
	c. 
	
	
	

	13
	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang  (NPB) untuk produk impor 
	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang  yang diberlakukan SNI secara wajib
	
	
	

	
	Penerbitan Nomor  Registrasi  Produk  (NRP) untuk produk dalam negeri
	
	
	
	

	14
	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber  (TPP SIR)
	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber  (TPP SIR)
	
	
	

	15
	Pendaftaran Barang K3L
	Pendaftaran Barang K3L
	
	
	

	16
	Tanda  Daftar  Petunjuk  Penggunaan  (Manual) Dan Kartu Jaminan  (Garansi)/Purna Jual  Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk  Telematika/ Elektronika
	Tanda  Daftar  Petunjuk  Penggunaan  (Manual) Dan Kartu Jaminan  (Garansi)/Purna Jual  Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk  Telematika/ Elektronika
	
	
	

	Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
	
	
	

	17
	Izin Usaha Bursa Berjangka
	Izin Usaha Bursa Berjangka
	
	
	

	18
	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka
	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka
	
	
	

	19
	Izin Usaha Pialang Berjangka
	Izin Usaha Pialang Berjangka
	
	
	

	
	a. Izin Usaha Pialang Berjangka
	
	
	
	

	
	b. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka
	
	
	
	

	20
	Izin Usaha Penasihat Berjangka
	Izin Usaha Penasihat Berjangka
	
	
	

	21
	Izin  Usaha  Pengelola  Sentra  Dana  Berjangka
	Izin  Usaha  Pengelola  Sentra  Dana  Berjangka
	
	
	

	22
	Izin Wakil Pialang Berjangka
	Izin Wakil Pialang Berjangka
	
	
	

	23
	Sertifikat Pendaftaran Pedagang  Berjangka
	Sertifikat Pendaftaran Pedagang  Berjangka
	
	
	

	24
	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar  Negeri
	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar  Negeri
	
	
	

	25
	Persetujuan Bank Umum sebagai  Bank   Penyimpan  Margin,  Dana  Kompensasi dan Dana Jaminan
	Persetujuan Bank Umum sebagai  Bank   Penyimpan  Margin,  Dana  Kompensasi dan Dana Jaminan
	
	
	

	26
	Persetujuan Penyelenggara Sistem  Perdagangan Alternatif
	Persetujuan Penyelenggara Sistem  Perdagangan Alternatif
	
	
	

	27
	Persetujuan Peserta Sistem  Perdagangan Alternatif
	Persetujuan Peserta Sistem  Perdagangan Alternatif
	
	
	

	28
	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk  Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan  Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi
	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk  Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan  Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi
	
	
	

	29
	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan  Kliring  dan  Penjaminan  Penyelesaian  Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi
	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan  Kliring  dan  Penjaminan  Penyelesaian  Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi
	
	
	

	30
	Izin Wakil Penasihat Berjangka
	Izin Wakil Penasihat Berjangka
	
	
	

	31
	Izin  Wakil  Pengelola  Sentra  Dana  Berjangka
	Izin  Wakil  Pengelola  Sentra  Dana  Berjangka
	
	
	

	32
	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang  Sistem resi Gudang
	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang  Sistem resi Gudang
	
	
	

	33
	Persetujuan sebagai  Gudang  Sistem  Resi Gudang
	Persetujuan sebagai  Gudang  Sistem  Resi Gudang
	
	
	

	34
	Persetujuan Sebagai Lembaga  Penilaian   Kesesuaian Sistem Resi  Gudang
	Persetujuan Sebagai Lembaga  Penilaian   Kesesuaian Sistem Resi  Gudang
	
	
	

	35
	Persetujuan sebagai  Pusat Registrasi  dalam Sistem Resi Gudang
	Persetujuan sebagai  Pusat Registrasi  dalam Sistem Resi Gudang
	
	
	

	36
	Persetujuan Penyelenggara Pasar  Lelang Komoditas
	Persetujuan Penyelenggara Pasar  Lelang Komoditas
	
	
	

	37
	Persetujuan   Lembaga   Kliring   dan  Penjaminan Pasar Lelang Komoditas
	Persetujuan   Lembaga   Kliring   dan  Penjaminan Pasar Lelang Komoditas
	
	
	

	38
	Persetujuan  Kepada Bank Sebagai  Bank Penitipan Sentra Dana  Berjangka
	Persetujuan  Kepada Bank Sebagai  Bank Penitipan Sentra Dana  Berjangka
	
	
	

	Bidang Perdagangan Luar Negeri
	
	
	

	39
	Persetujuan Ekspor
	Persetujuan Ekspor
	
	
	

	
	a. Persetujuan Ekspor Intan Kasar
	
	
	
	

	
	b. Persetujuan  Ekspor  Pupuk  Urea  Non Subsidi
	
	
	
	

	
	c. Persetujuan Ekspor Prekursor Non  Farmasi
	
	
	
	

	
	d. Persetujuan Ekspor Minyak Bumi  dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar  Lain
	
	
	
	

	
	e. Persetujuan Ekspor produk  Pertambangan Hasil Pengolahan  dan Pemurnian
	
	
	
	

	
	f. Persetujuan Ekspor Timah:
	
	
	
	

	
	a) PE-Timah Murni Batangan
	
	
	
	

	
	b) PE-Timah Industri
	
	
	
	

	
	g. Persetujuan Ekspor Sisa dan  Skrap Logam
	
	
	
	

	
	h. Persetujuan Ekspor Produk  Industri Pertambangan   Sebagai  Barang  Contoh Untuk Keperluan  Penelitian dan   Pengembangan  Penelitian 
	
	
	
	

	
	i. Persetujuan Ekspor Jenis  Tumbuhan alam dan Satwa Liar
	
	
	
	

	
	j. Persetujuan Ekspor Hewan dan  Produk Hewan
	
	
	
	

	
	k. Persetujuan Ekspor Beras Tertentu
	
	
	
	

	
	l. Persetujuan Ekspor Kopi
	
	
	
	

	40
	Eksportir Terdaftar
	Eksportir Terdaftar
	
	
	

	
	a. Eksportir Terdaftar Batubara
	
	
	
	

	
	b. Eksportir Terdaftar Intan Kasar
	
	
	
	

	
	c. Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi
	
	
	
	

	
	d. Eksportir  Terdaftar  Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain
	
	
	
	

	
	e. Eksportir Terdaftar Timah:
	
	
	
	

	
	a) ET-Timah Murni Batangan
	
	
	
	

	
	b) ET-Timah Industri
	
	
	
	

	
	f. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet
	
	
	
	

	
	g. Eksportir Kopi Sementara
	
	
	
	

	
	h. Eksportir Terdaftar Kopi
	
	
	
	

	41
	Angka Pengenal Importir  (API)
	Angka Pengenal Importir  (API)
	
	
	

	42
	Persetujuan Impor
	Persetujuan Impor
	
	
	

	
	a. Persetujuan Impor Intan Kasar
	
	
	
	

	
	b. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan
	
	
	
	

	
	c. Persetujuan Impor Beras
	
	
	
	

	
	d. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru
	
	
	
	

	
	e. Persetujuan Impor Produk Hortikultura
	
	
	
	

	
	f. Persetujuan Impor Gula
	
	
	
	

	
	g. Persetujuan Impor Produk Kehutanan
	
	
	
	

	
	h. Persetujuan Impor Mutiara
	
	
	
	

	
	i. Persetujuan Impor Jagung
	
	
	
	

	
	j. Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan Dan Produk Turunannya
	
	
	
	

	
	k. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi   Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
	
	
	
	

	
	l. Persetujuan Impor Ban
	
	
	
	

	
	m. Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen
	
	
	
	

	
	n. Persetujuan Impor Perkakas Tangan
	
	
	
	

	
	o. Persetujuan Impor Pupuk Bersubsidi
	
	
	
	

	
	p. Persetujuan Impor Sakarin dan Siklamat
	
	
	
	

	
	q. Persetujuan Impor Preparat Bau- Bauan Mengandung Alkohol
	
	
	
	

	
	r. Persetujuan Impor Tekstil dan  Produk  Tekstil  Batik  dan  Motif  Batik
	
	
	
	

	
	s. Persetujuan Impor Tekstil dan  Produk Tekstil
	
	
	
	

	
	t. Persetujuan Impor Garam
	
	
	
	

	
	u. Persetujuan Impor Minuman  Beralkohol
	
	
	
	

	
	v. Persetujuan Impor Telepon  Seluler, Komputer  (Handheld), dan  Komputer Tablet
	
	
	
	

	
	w. Persetujuan Impor Tembakau
	
	
	
	

	
	x. Persetujuan Impor Rokok Elektrik
	
	
	
	

	
	y. Persetujuan Impor Hasil Perikanan
	
	
	
	

	
	z. Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
	
	
	
	

	
	aa. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya
	
	
	
	

	
	ab. Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun  (Non B3)
	
	
	
	

	
	ac. Persetujuan Impor Prekursor Non Pharmasi
	
	
	
	

	
	ad. Persetujuan Impor Nitrocellulose
	
	
	
	

	
	ae. Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi
	
	
	
	

	
	af. Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain
	
	
	
	

	
	ag. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri  (Komersial)
	
	
	
	

	43
	Importir Terdaftar
	Importir Terdaftar
	
	
	

	
	a. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol
	
	
	
	

	
	b. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet
	
	
	
	

	
	c. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya
	
	
	
	

	
	d. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)
	
	
	
	

	44
	Importir Terdaftar Intan Kasar
	-
	
	
	

	45
	Importir Terdaftar Bahan Baku Plastik
	-
	
	
	

	46
	Importir Terdaftar Nitrocellulose
	-
	
	
	

	47
	Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bangunan
	-
	
	
	

	48
	Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain
	-
	
	
	

	49
	Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi
	-
	
	
	

	50
	Importir Produsen Nitrocellulose
	-
	
	
	

	51
	Importir Produsen Bahan Baku Plastik
	-
	
	
	

	52
	Importir Produsen Bahan Berbahaya
	-
	
	
	

	53
	Importir Produsen Prekursor Non Pharmasi
	-
	
	
	

	54
	Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik
	-
	
	
	

	55
	Persetujuan Impor Pelumas
	-
	
	
	

	56
	Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional/ Rakyat
	-
	
	
	





























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	J. SEKTOR PERHUBUNGAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	Bidang Perekeretaapian
	
	
	

	1
	Izin Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum
	
	
	
	

	
	a. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum
	Izin Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

	
	
	

	
	b. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapain Umum
	
	
	
	

	
	c. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
	
	
	
	

	2.
	a. Izin Usaha Penyelengara Sarana Perkeretaapian Umum
	Izin Usaha Penyelengara Sarana Perkeretaapian Umum
	
	
	

	
	b. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
	
	
	
	

	3
	a. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus
	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
	
	
	

	
	b. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus
	
	
	
	

	
	c. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus
	
	
	
	

	4
	Izin Perpotongan dan/atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain
	Izin Perpotongan dan/atau Persinggungan Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain
	
	
	

	Bidang Darat
	
	
	
	

	5
	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Dan Danau
	
	
	
	

	
	a. Izin Pembangunan pelabuhan Sungai Dan Danau 
	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Dan Danau
	
	
	

	
	b. Izin Penetepan Lokasi Pelabuhan Sungai Dan Danau
	
	
	
	

	
	c. Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau
	
	
	
	

	6
	a. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek
	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
	
	
	

	
	b. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek 
	
	
	
	

	7
	a. Izin Penetapan Lokasi Pelabuahan Penyeberangan (Pelayanan Antar Provinsi Dan Lintas Batas Negara)
	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
	
	
	

	
	b. Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Pelayanan Antar Provinsi Dan Lintas Batas Negara)
	
	
	
	

	
	c. Izin Pengoperasian Pelabuahan Penyeberangan (Pelayanan Antar Provinsi Dan Lintas Batas Negara)
	
	
	
	

	8
	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau 
	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau
	
	
	

	9
	Izin Operasi Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kepetingan Sendiri (Persetujuan)
	Persetujuan Pengoperasian Anggkutan Sungai dan Danau Lintas Antar Provinsi dan/antar Negara
	
	
	

	10
	Izin Penetepan Lokasi Terminal Angkutan Barang
	Persetujuan Penyelengaraan Terminal Barang
	
	
	

	11
	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
	
	
	

	
	a. Persetujuan Pengoperasikan (Perpanjangan Permanen) Kapal Angkutan Penyeberangan  Lintas Antar Provinsi Non Perintis
	
	
	
	

	
	b. Persetujuan Pengoperasikan (Perpanjangan Sementara) Kapal Angkutan Penyeberangan  Lintas Antar Provinsi Non Perintis
	
	
	
	

	12
	Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
	
	
	

	13
	Pengoperasian Angkutan Barang Berbahaya
	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus
	
	
	

	Bidang Laut
	
	
	

	14
	Izin Pelabuhan Umum
	Izin Pelabuhan Umum
	
	
	

	
	a. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan 
	
	
	
	

	
	b. Penetapan Lokasi Pelabuhan 
	
	
	
	

	
	c. Izin Pembanguanan Pelabuhan Laut
	
	
	
	

	
	d. Izin Pengembangan Pelabuhan
	
	
	
	

	
	e. Pengoperasian Pelabuhan
	
	
	
	

	15
	Izin Usaha Angkutan Laut
	Izin Usaha Angkutan Laut
	
	
	

	
	a. Izin Usaha Angkutan Lautb(Angkutan DI Perarian) (SIUPAL)
	
	
	
	

	
	b. Izin Operasi Angkutan Laut Khusus
	
	
	
	

	16
	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakayat (Angkutan Di Perarian)
	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakayat (Angkutan Di Perarian)
	
	
	

	17
	Izin Usaha Jasa Dengan Angkutan di Perairan
	Izin Usaha Jasa Dengan Angkutan di Perairan
	
	
	

	
	a. Izin Usaha Bongkar Muat Barang 
	
	
	
	

	
	b. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transpotasi
	
	
	
	

	
	c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
	
	
	
	

	
	d. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut
	
	
	
	

	
	e. Izin Usaha Tally Mandiri
	
	
	
	

	
	f. Izin Usaha Depo Peti Kemas 
	
	
	
	

	
	g. Izin Usaha Perawatan Dan Perbaikan Kapal
	
	
	
	

	18
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	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang
	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang
	
	
	

	126
	Izin usaha angkutan penyebrangan 
	-
	
	
	

	127
	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri
	-
	
	
	

	128
	Pengoperasian Angkutan Barang Tidak Berbahaya
	-
	
	
	

	129
	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	-
	
	
	

	130
	Pendaftaran atau Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara
	-
	
	
	

	131
	Lisensi Navigator Penerbangan (Flight Navigator License/FNL)
	-
	
	
	

	132
	Penerbitan Airworthiness Apprpoval TAG  (AAT)
	-
	
	
	

	133
	Validasi Bagi Personel Operasi Pesawat Udara Dari Negara Lain 
	-
	
	
	

	134
	Sertifikasi 
	-
	
	
	

	135
	Validasi Sertifikat Tipe/Validasi Sertifikat Tipe Tambahan (Type Certificate (TC)/ Supplemental Type Certificate(STC) Validation)
	-
	
	
	

	136
	Pencatatan dan Penghapusan, Penjaminan Pesawat Udara 
	-
	
	
	

	137
	Izin Angkutan Bareng Khusus (Izin Angkutan Barang Berbahaya, Izin Angkutan Alat Berat 
	-
	
	
	

























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	K. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	A
	PERIZINAN.
	
	
	

	1
	Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
	Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
	
	
	

	
	a. Izin Stasiun Radio Dinas Tetap Dan Begerak Darat 
	
	
	
	

	
	b. Izin Stasiun Radio Penyiaran Televisi Dan Radio 
	
	
	
	

	
	c. Izin Stasiun Radio Dinas Penerbangan
	
	
	
	

	
	d. Izin Radio DInas Maritim 
	
	
	
	

	
	e. Izin Stasiun Radio Satelit 
	
	
	
	

	
	f. Izin Pita Frekuensi Radio
	
	
	
	

	2
	Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
	Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
	
	
	

	
	a. Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched
	
	
	
	

	
	b. Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed Switched
	
	
	
	

	
	c. Jaringan Tetap SLJJ
	
	
	
	

	
	d. Jaringan Tetap SLI
	
	
	
	

	
	e. Jaringan Tetap Tertutup
	
	
	
	

	
	f. Jaringan Begerak Seluler 
g. Jaringan Bergerak Satelit
	
	
	
	

	
	h. Jaringan Begerak Terestrial Radio Trunking 
	
	
	
	

	3
	Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
	Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
	
	
	

	
	a. Jasa Teleponi Dasar
	
	
	
	

	
	b. Jasa Nilai Tambah Teleponi
1) Layanan Pusat Panggilan Informasi
2) Layanan Panggilan Terkelola;
3) Layanan ITKP; dan/atau
4) Layanan Konten.
	
	
	
	

	
	c. Jasa Multimedia 
1) Layanan Akses Internet(Internet Service Provider /ISP);
2) Layanan Gerbang Akses Internet;
3) Layanan Sistem Komunikasi Data; dan/atau
4) Layanan IPTV
	
	
	
	

	Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
	
	
	

	4
	Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus 
	Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Badan Hukum
	
	
	

	5
	Perizinan Penyelenggaraan Pos
	Perizinan Penyelenggaraan Pos
	
	
	

	
	a. Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Nasional 
	
	
	
	

	
	b. Perizinan Penyelenggaraan Pos Dengan Wilayah Layanan Provinsi
	
	
	
	

	
	c. Perizinan Penyelenggaran Pos dengan Wilayah Layanan Kabupaten/Kota
	
	
	
	

	6.
	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV Dan Radio 
	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV Dan Radio
	
	
	

	7
	Lembaga Penyiaran Berbayar (TV) 
	Lembaga Penyiraran Berbayar (TV)
	
	
	

	8
	Lembaga Penyiaran Komunitas (TV dan Radio) 
	Lembaga Penyiaran Komunitas (TV dan Radio)
	
	
	

	9
	Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( TV dan Radio)) 
	Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( TV dan Radio))
	
	
	

	B
	STANDAR/ REKOMENDASI/ PENDAFTARAN/ SERTIFIKASI/ PENETAPAN
	
	
	

	10. 
	Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem elektronik
	Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem elektronik
	
	
	

	11
	Pendaftaran Penyelenggaraan agen elektronik
	Pendaftaran Penyelenggaraan agen elektronik
	
	
	

	Pendaftaran Lembaga Sertifikasi
	
	
	

	12
	Untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik
	Pendaftaran untuk mendapat Pengakuan Sebagai Penyelenggaraan sertifikasi elektronik
	
	
	

	13
	Lembaga Sertifikasi Keandalan 
	Pendaftaran Sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan
	
	
	

	14
	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
	Pendaftaran Sebagai Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
	
	
	

	Pendaftaran Profesi Profesional
	
	
	

	15
	Konsultan Teknologi Informasi
	Pendaftaran Konsultan Teknologi Informasi
	
	
	

	16
	Auditor Teknologi Dan Informasi 
	Pendaftaran Auditor Teknologi Informasi
	
	
	

	17
	Konsultan Hukum Bidang Teknologi Dan Informasi 
	Pendaftaran Konsultan Hukum Bidang Teknologi Dan Informasi
	
	
	

	18
	Pendaftaran Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
	Pendaftaran Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
	
	
	

	19
	Pendaftaran Registrar Nama Dominan Selain Instansi Penyelenggaraan Negara
	Pendaftaran Registrar Nama Dominan Selain Instansi Penyelenggaraan Negara
	
	
	

	20
	Pendaftaran Untuk Mendapatkan Sertifikat Kelaiakn Sistem Elektronik
	Pendaftaran Untuk Mendapatkan Sertifikat Kelaiakn Sistem Elektronik
	
	
	

	21
	Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi 
	Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi
	
	
	

	22
	Hak Labuh Satelit 
	Hak Labuh Satelit
	
	
	

	23
	Penomoran Telekomunikasi
	Penomoran Telekomunikasi
	
	
	












	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	L. SEKTOR KEUANGAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1
	Registrasi Kepabeanan
	Registrasi Kepabeanan
	
	
	

	2
	Izin Tempat Penimbunan Berikat
	Izin Tempat Penimbunan Berikat
	
	
	

	3
	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
	
	
	

	4
	Fasilitas  Kemudahan  Impor  Tujuan Ekspor  (KITE)
	Fasilitas  Kemudahan  Impor  Tujuan Ekspor  (KITE)
	
	
	




























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	M. SEKTOR PARIWISATA
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1
	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
	
	
	

	2
	Sertifikat Usaha 
	Sertifikat Usaha
	
	
	
































	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	N. SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1
	Izin Usaha Perfilman
	Izin Usaha Perfilman
	
	
	

	
	a. Izin Usaha Pengedaran Film
	
	
	
	

	
	b. Izin Usaha Ekspor Film
	
	
	
	

	
	c. Izin Usaha Impor Film
	
	
	
	

	
	d. Izin Usaha Pertunjukan Film
	
	
	
	

	
	e. Izin  Usaha  Penjualan  dan/atau  Penyewaan Film
	
	
	
	

	2
	Izin  Pendirian  Program  atau  Satuan Pendidikan  (formal)
	Izin  Pendirian  Program  atau  Satuan Pendidikan
	
	
	

	3
	Izin Pengembangan   Program atau Satuan Pendidikan  (formal)
	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK
	
	
	

	4
	Kerja Sama  Penyelenggaraan antara Lembaga   Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia
	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)
	
	
	

	5
	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
	Izin Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal
	
	
	

	6
	Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing
	Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing
	
	
	

	7
	Pemberitahuan Pembuatan Film
	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film
	
	
	

	8
	Tanda Daftar Usaha Perfilman
	Tanda Daftar Usaha Perfilman
	
	
	

	
	a. Pendaftaran Usaha Pembuatan Film
	
	
	
	

	
	b. Pendaftaran  Usaha  Jasa  Teknik Film
	
	
	
	

	
	c. Pendaftaran Usaha Pengarsipan Film
	
	
	
	

	9
	Surat Rekomendasi Impor Film
	Surat Rekomendasi Impor Film
	
	
	

	10
	Izin Pembuatan Film oleh orang asing di Indonesia
	Izin Pembuatan Film oleh orang asing di Indonesia
	
	
	

	11
	Izin   Pengoperasian   Program   atau Satuan Pendidikan  (formal)
	Izin   Pengoperasian   Program   atau Satuan Pendidikan  (formal)
	
	
	















	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	O. SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1
	Izin Pendirian Perguruan Tinggi
	Izin Pendirian Perguruan Tinggi
	
	
	

	2
	Izin Pembukaan Program Studi
	Izin Pembukaan Program Studi
	
	
	

	3
	Izin Kerja Sama Joint Program
	Izin Kerja Sama Joint Program
	
	
	

	4
	Izin Perubahan Perguruan Tinggi
	-
	
	
	

	5
	Izin  Penggabungan  dan  Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta
	-
	
	
	




























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	P. SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1
	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan
	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan
	
	
	

	2
	Izin Bagi Pendidikan Dinyah Nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikn
	Izin Bagi Pendidikan Dinyah Nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikn
	
	
	

	3
	Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
	Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
	
	
	

	4
	Izin Pembukaan Program Studi dan Pencabutan Izin Program Studi Rumpun Ilmu Agama
	Izin Pembukaan Program Studi dan Pencabutan Izin Program Studi Rumpun Ilmu Agama
	
	
	

	5
	Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
	Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
	
	
	

	6
	Izin Penyelenggaraan Ibadah Umroh Bagi Penyelenggara Ibadah Umroh
	Izin Penyelenggaraan Ibadah Umroh Bagi Penyelenggara Ibadah Umroh
	
	
	





















	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	Q. SEKTOR KETENAGAKERJAAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1
	BPJS Ketenagakerjaan
	BPJS Ketenagakerjaan
	
	
	

	2
	IMTA
	Pengesahan RPTKA
	
	
	

	3
	Izin Perusahaan  Penempatan Pekerja Migran Indonesia
	Surat Izin Perusahaan  Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
	
	
	

	4
	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
	Izin Kantor Cabang
	
	
	

	5
	Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia
	Izin Tempat Penampungan
	
	
	

	6
	Izin   Usaha   Lembaga   Penempatan Tenaga Kerja Swasta
	Izin   Usaha   Lembaga   Penempatan Tenaga Kerja Swasta
	
	
	

	7
	Surat  Izin  Usaha  Lembaga  Penyalur Izin Usaha Pekerja Rumah Tangga
	Surat  Izin  Usaha  Lembaga  Penyalur Izin Usaha Pekerja Rumah Tangga
	
	
	

	8
	Izin Lembaga Pelatihan Kerja  (LPK)
	Izin Lembaga Pelatihan Kerja  (LPK)
	
	
	

	9
	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh
	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh
	
	
	

	10
	IMTA Perpanjangan Lintas Provinsi
	-
	
	
	

	11
	IMTA Perpanjangan Lintas Kabpaten/ Kota
	-
	
	
	





















	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	R. SEKTOR KEPOLISIAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1
	Surat Izin Operasi
	Surat Izin Operasi
	
	
	

	
	a. Usaha Jasa Konsultasi Keamanan
	
	
	
	

	
	b. Usaha  Jasa  Penerapan  Peralatan Keamanan
	
	
	
	

	
	c. Usaha Jasa Pelatihan Keamanan
	
	
	
	

	
	d. Usaha  Jasa  Kawal  Angkut  Uang dan Barang Berharga
	
	
	
	

	
	e. Usaha  Jasa  Penyediaan Tenaga Pengaman
	
	
	
	

	
	f. Usaha Jasa Penyediaan Satwa
	
	
	
	





























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	S. SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH  (UMKM)
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1.
	Izin Koperasi Simpan Pinjam
	Izin Koperasi Simpan Pinjam
	
	
	

	2.
	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
	
	
	

	3.
	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
	
	
	

	4.
	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
	
	
	

	5.
	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
	
	
	

























	PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS
	KEWENAGAN

	T. SEKTOR KETENAGANUKLIRAN
	Pusat
	Prov.
	Kab/ Kota

	1
	Izin impor/Ekspor/Pengalihan Pembangkit Radiasi pengion
	Izin impor/Ekspor/Pengalihan Pembangkit Radiasi pengion
	
	
	

	
	a. Izin Impor Pembangkit Radiasi Pengion
	
	
	
	

	
	b. Izin Ekspor Pembangkit Radiasi pengion
	
	
	
	

	
	c. Izin Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion
	
	
	
	

	2
	Izin impor/ekspor/pengalihan zat radioaktif
	Izin impor/ ekspor/ pengalihan zat radioaktif
	
	
	

	
	a. Izin impor zat radioaktif 
	
	
	
	

	
	b. Izin ekspor radioaktif
	
	
	
	

	
	c. Izin pengalihan zat radioaktif
	
	
	
	

	3
	Persetujuan pengiriman Kembali zat radioaktif
	Persetujuan pengiriman Kembali zat radioaktif

	
	
	

	4
	Izin impor/ ekpor/ pengalihan bahan nuklir
	Izin impor/ ekpor/ pengalihan bahan nuklir
	
	
	

	
	a. Izin impor bahan nuklir
	
	
	
	

	
	b. Izin ekspor bahan nuklir
	
	
	
	

	
	c. Izin pengalihan bahan nuklir
	
	
	
	

	5
	Izin impor/ekspor/pengalihan barang konsumen
	Izin impor/ ekspor/ pengalihan barang konsumen
	
	
	

	
	a. Izin impor barang konsumen yang mengandng zat radioaktif
	
	
	
	

	
	b. Izin ekpor barang konsumen yang mengandung zat radiaktif
	
	
	
	

	
	c. Izin pengalihan barang konsumen yang mengadung zat radio aktif
	
	
	
	

	6
	Izin produksi pembangkit radiasi pengion
	Izin produksi pembangkit radiasi pengion

	
	
	

	7
	Izin produksi barang konsumen yang limbah radioaktif
	Izin produksi barang konsumen

	
	
	

	8
	Izin penetuan tapak pengolahan limbah radioaktif
	Izin penetuan tapak pengolahan limbah radioaktif

	
	
	

	9
	Izin produksi radioisotop
	izin produksi radioisotop
	
	
	

	
	a. Izin komisioni produksi radioisotop
	
	
	
	

	
	b. Izin operasi produksi radioisotop
	
	
	
	

	10
	Izin penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional
	Izin penggunaan sumber radiasi pengion dalam radiologi diagonistik dan intervensional
	
	
	

	11
	Izin konstruksi dan komisioning fasilitas sumber radiasi pengion untuk kediokteran nuklir/ radioterapi/ irradiator/ produksi/ radioisotop/ produksi peralatan sumbre radioaktif/ produksi barang konsumen / uji tak rusak/ pengolahan limba radioaktif/ fasilitas kalibrasi 
	Izin konstruksi dan komisioning fasilitas sumber radiasi pengion untuk kediokteran nuklir/radioterapi/ irradiator/produksi/radioisotop/ produksi peralatan sumbre radioaktif/ produksi barang konsumen / uji tak rusak/ pengolahan limba radioaktif/ fasilitas kalibrasi
	
	
	

	
	a. Izin kontruksi kedokteran nuklir diagnostic in-vivo
	
	
	
	

	
	b. Izin konstruksi kedokteran nuklir terapi dengan zat radioaktif
	
	
	
	

	
	c. Izin konstruksi kedokteran nuklir terapi dengan pembangkit radiasi pengion 
	
	
	
	

	
	d. Izin konstruksi radio terapi dengan zat radioaktif
	
	
	
	

	
	e. Izin konstruksi radio terapi dengan pembangkit radiasi pengion 
	
	
	
	

	
	f. Izin kontruksi iradiotor kategori II dan III dengan zat radiaktif terbungkus;
	
	
	
	

	
	g. Izin kontruksi irradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion 
	
	
	
	

	
	h. Izin kontruksi iradiator kategari IV dengan zat radioaktif terbungkus 
	
	
	
	

	
	i. Izin kontruksi produksi radioisotop 
	
	
	
	

	
	j. Izin konstruksi radiografi industri fasilitas tertutup
	
	
	
	

	
	k. Izin konstruksi fasilitas pengolahan limbah radioaktif
	
	
	
	

	
	l. Izin kontruksi fotofluolografi dengan pembvangkit radiasi pengion energy tinggi (linac dalam satuan meV, atau tabung sinar-x dalam rentang energy 160 kV-6 MV)
	
	
	
	

	
	m. Izin komisioning fasilitas pengolahan limbah radioaktif 
	
	
	
	

	
	n. Izin konstruksi fasilitas kalibrasi  
	
	
	
	

	12
	Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir 
	Izin penggunaan fasilitas kedokteran nuklir
	
	
	

	
	a. Izin operasi kedokteran nuklir diagnostic in-vivo 
	
	
	
	

	
	b. Izin operasi kedokteran nuklir terapi dengan zat radioaktif 
	
	
	
	

	
	c. Izin kedokteran nuklir diagnostic in-vivo
	
	
	
	

	13
	Izin penggunaan fasilitas radioterapi
	Izin penggunaan fasilitas radioterapi
	
	
	

	
	a. Izin operasi fasilitas radioterapi dengan zat radioaktif
	
	
	
	

	
	b. Izin operasi radioterapi dengan pembangkit radiasi pengion
	
	
	
	

	14
	Izin dekomisioning fasilitas sumber radiasipengon
	Izin dekomisioning fasilitas sumber radiasipengon
	
	
	

	
	a. Izin penutupan produksi radioisotop 
	
	
	
	

	
	b. Izin penutupan irradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus 
	
	
	
	

	
	c. Izin penutupan kedokteran nuklir in-vivo
	
	
	
	

	
	d. Izin Penutupan Kedokteran Nuklir Terapi Dengan Pembangkit Radiasi Pengion
	
	
	
	

	
	e. Izin Penutupan Fasilitas Radioterapi Dengan Zat Radioaktif
	
	
	
	

	
	f. Izin Penutupan Radioterapi Dengan Pembangkit Radiasi Pengion
	
	
	
	

	
	g. Izin Penutupan Pengelolaan Limbah Radioaktif
	
	
	
	

	15
	Izin Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan Dengan Sumber Radiasi Pengion
	Izin Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan Dengan Sumber Radiasi Pengion
	
	
	

	
	a. Izin Penggunaan Zat Radio Aktif Untuk Sumber Pengecek (Chek Sources)
	
	
	
	

	
	b. Izin Penggunaan Zat Radioaktif Untuk Standaarisasi
	
	
	
	

	16
	Izin penggunaan sumber radiasi pengion dalam irradiator kelas I
	Izin penggunaan sumber radiasi pengion dalam irradiator kelas I
	
	
	

	
	a. Izin Penggunaan Iradiator Kategori I Dengan Zat Radioaktif Terbungkus;
	
	
	
	

	
	b. Izin penggunaan irradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion
	
	
	
	

	17
	Izin penggunaan sumber radiasi pengion dalam irradiator kelas II
	Izin penggunaan sumber radiasi pengion dalam irradiator kelas II
	
	
	

	
	a. Izin Operaasi Irradiator Kategori Ii Dan III Dengan Zat Radioaktif Terbungkus
	
	
	
	

	
	b. Izin operasi irradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion
	
	
	
	

	
	c. Izin operasi irradiator kategori IV dengan zat radioaaktif terbungkus
	
	
	
	

	18
	Izin penggunaan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan
	Izin penggunaan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan
	
	
	

	
	a. Izin penggunaan zat radioaktif terbuka atauterbungkus untuk tujuan pendidikan,penelitian dan pengembangan
	
	
	
	

	
	b. Izin penelitian dan pengembangan radiologi diagnostic dan intervensional;
	
	
	
	

	
	c. Izin penelitian dan pengembangan iiradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus
	
	
	
	

	
	d. Izin penelitian dan pengembangan irradiator kategori I pembanngkit radiasi pengion 
	
	
	
	

	
	e. Izin penelitian dan pengembangan gauging industry dengan zat radioaktif aktivitas tinggi
	
	
	
	

	
	f. Izin penelitian dan pengembangan radiografi industry fasilitas terbuka;
	
	
	
	

	
	g. Izin penelitian dan pengembangan well logging
	
	
	
	

	
	h. Izin penelitian dan pengembangan perunut;
	
	
	
	

	
	i. Izin penelitian dan pengembanngan fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang
	
	
	
	

	
	j. Izin penelitian dan pengembangan radiotrapi;
	
	
	
	

	
	k. Izin penelitian dan pengembangan  fasilitas kalibrasi;
	
	
	
	

	
	l. Izin penelitian dan pengembangan radiografi industry fasilitas tertutup
	
	
	
	

	
	m. Izin penelitian dan pengembangan fotofluorografi dengan zat raddioaktif aktivitas tinggi atau
	
	
	
	

	
	n. Izin pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi
	
	
	
	

	
	o. Izin penelitian dan pengembangan iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus
	
	
	
	

	
	p. Izin penelitian dan pengembangan iradiator kategori II denngan pembangkit radiasi pengion
	
	
	
	

	
	q. Izin penelitian dan pengembangan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus
	
	
	
	

	
	r. Izin penelitian dan pengembangan kedokteran nuklis diagnostik in-vivo dan
	
	
	
	

	
	s. Izin penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir terapi
	
	
	
	

	
	t. Izin penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in-vitro
	
	
	
	

	
	u. Izin penelitian dan pengembangan fluoroskopi bagasi;dan
	
	
	
	

	
	v. Izin penelitian dan pengembangan gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau
	
	
	
	

	
	w. Izin penelitian dan pengembangan chek-sources
	
	
	
	

	
	x. Izin penelitian dan pengembangan zat radioaktif untuk kalibrasi 
	
	
	
	

	
	y. Izin penelitian dan pengembanngan zat radioaktif untuk standarisasi
	
	
	
	

	19
	Izin penggunaan fluoroskopi bagasi 
	Izin penggunaan sumber radiasi pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas
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